BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo.
Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan ;

c. bahwa Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang Pemerintah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya
dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai
dokumen perencanaan Dinas Sumber Daya Air, Cipta
Karya dan Tata Ruang untuk periode 5 (lima) tahun ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya
dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ;


















Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 38



L.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA

DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023
UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu
pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional
dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta
Karya dan Tata Ruang, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun
kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta
Karya dan Tata Ruang harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan
daerah, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,
kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta
Karya dan Tata Ruang dan Renja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan,
selain itu penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta
Karya dan Tata Ruang meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan
Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Sumber
Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang / lintas Renstra Dinas Sumber Daya

Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan
Renstra.

Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Sumber Daya Air, Cipta
Karya dan Tata Ruang yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat
indikatif.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.21 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Tata Ruang Tahun 2018 - 2023 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen
Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Transisi
untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sumber Daya Air, Cipta
Karya dan Tata Ruang Tahun 2024 sebelum Renstra Dinas Sumber Daya
Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2023-2028 disusun dan ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 9 2



1.1

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2018 - 2023

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan pada layanan urusan wajib dasar pekerjaan
umum dan penataan ruang di Kabupaten Pasuruan merupakan
bagian integral pembangunan di wilayah Propinsi Jawa Timur dan
Nasional, yang secara konseptual direncanakan serta disusun
sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan
memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah.
Sebelum berlakunya SOTK baru yang mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang
sebagai OPD eksisting hanya mengampu urusan sumber daya air,
penataan ruang dan urusan pertanahan saja. Akan tetapi setelah
mengacu terhadap beberapa peraturan perundangan diatas, dan
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 berganti
nama menjadi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang, sehingga bertambah bidang dan urusan yang diampu,
yaitu bidang cipta karya. Dalam peranannya, sektor pekerjaan
umum khususnya di bidang sumber daya air, cipta karya dan tata
ruang sangat diharapkan menjadi komponen pendukung
infrastruktur sebagai pemicu / pembangkit pertumbuhan
perekonomian daerah dan masyarakat menuju kesejahteraan baik
di wilayah Kabupaten Pasuruan pada khususnya, dan Jawa Timur

serta Nasional pada umumnya.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
















































































































































1.2

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2018 - 2023

1.1.7 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan
Kabupaten /Kota ;

1.1.8 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kewenangan Kabupaten / Kota ;

1.1.9 Koordinasi dan  Sinkronisasi Peningkatan  Kapasitas
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota ;

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder

pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas

adalah “ Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana irigasi yang

baik “ dengan indikator kegiatan : “ Persentase panjang jaringan

irigasi dalam kondisi baik ”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi

beberapa sub kegiatan, antara lain :

1.2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa ;

1.2.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pernukaan ;

1.2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ;

1.2.4 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi ;

2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Program tersebut merupakan Program Utama (Pl) dengan indikator

program : “ Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKP) utk

perizinan berusaha yang diproses ”. Adapun rincian kegiatan serta sub

kegiatan sebagai berikut :

2.1

Vi-41

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci

Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan

diatas adalah “ Meningkatnya RTRW dan RRTR sesuai ketentuan yang

ditetapkan “ dengan indikator kegiatan : “ 1) Persentase rencana tata

ruang wilayah (RTRW) Kab Pasuruan yang ditetapkan ; 2) Persentase

rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan ”. Dari kegiatan

diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

2.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi
Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota ;

2.1.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi
Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota ;

2.1.3 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan
Ruang ;

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

































£ RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2018 - 2023

BAB VIII
PENUTUP

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra dan Renstra
Perubahan ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja
tahunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang serta rencana -

rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya.

Dalam menyusun rencana kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta
Karya dan Tata Ruang, selain harus mempedomani Renstra dan Renstra
Perubahan OPD, Pimpinan OPD juga mempertimbangkan hasil
musrenbangkab / RKPD Final. Renstra dan Renstra Perubahan Dinas Sumber
Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang juga merupakan dasar evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan,

serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhimya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan,
karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan
mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita
sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan yang telah disusun ini.
Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat
Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan dapat

berjalan dengan lancar.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

VIII - 81 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang





